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ABSTRAK 

ANEKE UMAR, 271412102, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 097/PUU-

XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH, Oleh Pembimbing : (1) Dr. Fence M. Wantu, SH, M.Hum. (2) Suwitno Y. Imran 

SH, M.H.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa 

pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu berimplikasi pada penyelesaian sengketa pilkada. 

Putusan itu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyelesaikan sengketa 

pilkada. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan analisis 

konseptual hukum, hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan kewenangan penyelesaian 

sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan UU No. 8 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengalami pergeseran berdasarkan 3 indikator: Pertama, 

Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pilkada tidak masuk dalam rezim pemilihan umum. 

Kedua, Mahkamah Konstitusi masih berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala 

daerah sepanjang belum dibentuk peradilan khusus pemilu. Ketiga, Mahkamah Konstitusi dalam 

menegakan keadilan pemilu mengalami pergeseran yang awalnya menggunakan penafsiran 

terstruktur, sistematis dan massif tetapi belakangan Mahkamah Konstitusi hanya menerapkan 

keadalihan hanya pada hitungan angka semata. 

 

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan, Kepala Daerah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ANEKE UMAR, 271412102, CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 

097/PUU-XI/2013 REGARDING DISPUTE SETTLEMENT AUTHORITY OF THE 

LOCAL GOVERNMENT ELECTION, Principal Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH, 

M.Hum. Co-Supervisor is Suwitno Y. Imran, SH, M.H. 

 Constitutional Court decision Number 097/PUU-XI/2013 which states that local election 

is not regime election implicated to the settlement of election dispute. The decision states that 

Constitutional Court does not have authority to settle election dispute. 

 Method of research used is normative law research by using legislation approach, history 

approach and conceptual law analysis approach, the result of research reveals that authority 

regulation after the election dispute resolution Constitutional Court and UU Number. 8 of 2015 

about local election shifting based on 3 indicators: First, Constitutional Court decide that local 

election is not included in the general election regine. Second, Constitutional Court still has 

authorized to settle election dispute throughout special  election court yet to be established. 

Third, Constitutional Court encounters shifting electoral justice that initially use structural 

interpretation, systematic and massive however the recent Constitutional Court justice only 

applies in sheer numbers count. 
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